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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Survei Persepsi Korupsi Balai Besar 

Standardisasi dan Pelayanan Jasa IndustrI Logam dan Mesin (BBSPJILM) dapat disusun. 

Survei Persepsi Korupsi yang memuat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini merupakan salah satu 

indikasi dari tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat dalam memberikan 

opini dan umpan balik dapat menjadi bahan evaluasi dari penyelenggaran pelayanan publik 

sehingga pemerintah dapat terus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan 

memberikan inovasi dalam pelayanan publik. 

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh 

sebab itu diharapkan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan Indeks 

Persepsi Korupsi yang akan datang. Rekomendasi tersebut hendaknya dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam membuat perencanaan dan pembuatan kebijakan Pimpinan sehingga 

kualitas pelayanan publik dapat lebih ditingkatkan. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan Indeks Persepsi Korupsi ini 

tersusun dengan baik dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

 
 

          Bandung, 

Desember 2023 

 

 

          Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Pemberantasan korupsi memerlukan sinergi dan kesamaan persepsi dari 

seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya peran serta masyarakat. Pada 

kegiatan yang sifatnya represif, masyarakat dapat langsung menjadi pelapor dugaan 

tindak pidana korupsi, terutama yang terjadi pada birokrasi dan layanan publik. 

Sedangkan dari sisi preventif, tindakan dapat dimulai dari kesadaran diri untuk 

mematuhi hukum dan menjauhi tindakan koruptif. Masyarakat pada umumnya 

antikorupsi, namun pada realitanya seringkali melakukan tindakan koruptif atau 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi lahan korupsi. 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang 

Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa 

korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau 

perekonomian Negara. Unsur tindakan korupsi terdiri dari Penyalahgunaan jabatan 

dan wewenang serta fasilitas Negara, Suap, Illegal profit, Secret transaction, Hadiah, 

Hibah, Penggelapan, Kolusi, Nepotisme. 

Undang-undang Nomor 28 Pasal 3 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU KKN) terdiri dari asas 

kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, 

asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas 

akuntabilitas. Hasil survei persepsi korupsi penting dalam penerapan pembangunan 

Zona Integritas, Reformasi Birokrasi dan penerapan good governance dalam 

lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin 

menuju pada Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini sesuai dengan 

peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 

10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Instansi Pemerintah. 

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi telah dibuat 

Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Dengan 

adanya peraturan tersebut, instansi pemerintah mewujudkan komitmen pencegahan 

korupsi melalui pelaksanaan kegiatan- kegiatan pencegahan korupsi atau pemetaan 

potensi korupsi. Potensi korupsi dapat terjadi akibat 5 hal: prevalensi korupsi tinggi, 

rendahnya akuntabilitas pendanaan publik, tingginya motivasi korupsi, meluasnya 

sektor terdampak korupsi, dan efektivitas program antikorupsi pada lingkungan kerja. 

Akuntabilitas penggunaan dana-dana publik menjadi sorotan, untuk itu 

diperlukan mekanisme pertanggungjawaban secara terbuka, transparan dan diawasi 

serta adanya audit keuangan sehingga dapat terhindar dari tindakan penyuapan, 

penyalahgunaan wewenang dana pengadaan yang menjurus pada praktek korupsi, 

sebagai upaya menjaga komitmen dalam menegakkan lingkungan bebas korupsi 

sesuai dengan unsur-unsur Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi maka Balai 
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Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin perlu untuk 

mengadakan SurveiPersepsi Korupsi sebagai salah satu tolak ukur dalam 

memetakan potensi korupsi dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Balai 

Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin. 

   

2. Tujuan Survei Indeks persepsi korupsi 

 Maksud penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi 

yang menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi ini adalah sebagai pemetaan dalam 

pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, gratifikasi dan pungutan liar di 

lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin. 

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Indeks Persepsi Korupsi 

adalah tersusunnya referensi dan rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas 

wilayah birokrasi bersih melayani serta implementasi Sistem Manajemen Anti 

Penyuapan (SMAP) 37001:2016. 

    

3. Metodologi 

3.1. Populasi 

 Populasi dari kegiatan Indeks persepsi korupsi adalah penyelenggara pelayanan publik, 

yaitu instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk BUMN/BUMD dan 

BHMN menyesuaikan dengan lingkup yang akan disurvei. 

   

3.2. Sampel 

 Sampel kegiatan Indeks persepsi korupsi ditentukan dengan menggunakan perhitungan 

rumus Krejcie dan Morgan sebagai berikut: 

Rumus Krejcie dan Morgan: 

      S = {λ². N. P. Q}/ {d² (N-1) + λ². P. Q 
 

    

 Keterangan S = Jumlah sampel 

λ² = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, (taraf kesalahan yang 

digunakan 5%, sehingga nilai lamba 3,841) 

N = Populasi sebanyak 700 

P = Q = 0,5 (populasi menyebar normal) 

d = 0,05 
 

 Sehingga dari perhitungan di atas, jumlah responden minimal yang harus diperoleh 

adalah 248 responden. 
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3.3. Responden 

 Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang 

berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik. Pada tahun 2023 terdapat 720 populasi atau 

pembulatan 700 dari tabel Krejcie Morgan, sehingga target responden adalah 248. 

    

4. Tim Indeks persepsi korupsi 

 Survei Indeks persepsi korupsi ini dilakukan oleh Tim Survei Indeks persepsi korupsi 

yang telah ditetapkan. 

   

5. Jadwal Indeks persepsi korupsi 

 

 

Jadwal Indeks persepsi korupsi dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, 

yaitu periode Januari – Desember 2023. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara 

langsung pada responden dan e-kuisioner secara daring melalui aplikasi survei biro humas 

Kemenperin RI dengan link https://skm.surveiku.com/survei/surveipersepsikorupsi-bbspjilm 

yang dipublikasikan melalui platform Whastapp dan email BBSPJILM. 

Kuisioner atau e-kuisioner diisi responden yang merupakan customer pelayanan jasa 

teknis BBSPJILM. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari sampai dengan 

Desember 2023. Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara 

kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excel. Sedangkan e-kuisioner secara otomatis 

terekam pada spreadsheet excel lalu terkalkulasi secara otomatis. Olahan dan analisis data 

dijadikan sebagai bahan dasar pengusulan peningkatan pelayanan publik atau keperluan 

lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
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BAB II 

ANALISIS 

Kriteria dalam melakukan survei persepsi korupsi yang dimasukan ke dalam kuisioner   

sebagai tolak ukur penilaian berisikan 7 (Tujuh) Unsur sebagai berikut: 

1. Prosedur pelayanan memadai dan tidak berpotensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) 

2. Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur dengan imbalan 

uang/barang. 

3. Tidak terdapat praktek percaloan/perantara 

4. Petugas tidak diskriminatif 

5. Tidak terdapat pungutan liar (Pungli) 

6. Petugas tidak meminta imbalan uang atau barang 

7. Petugas menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan 

 

Berikut kriteria penilaian indeks persepsi korupsi: 

Tabel 1 Kriteria Penilaian IPK 
Nilai 

Persepsi 

Nilai 
Interval 

  Nilai 

Interval 

 Konversi 

Mutu 
Pelayanan 

  Kinerja 

Unit 

    Pelayanan 

1 1,00 - 1,75 25 - 43,75 D Tidak baik 

2 1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 C Kurang baik 

3 2,51 - 3,25 62,51 - 81,25 B Baik 

4 3,26 - 4,00 81,26 - 100,00 A Sangat baik 

 

1. Jenis Layanan 

 Berikut merupakan jenis layanan yang diperoleh dari Survei Indeks persepsi korupsi 

BBSPJILM: 

 

Tabel 2. Persentase Jenis Pelayanan 

No Jenis Pelayanan Jumlah 
Persentase 

Responden 

1 Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (RBPI) 7 2,8% 

2 Pelatihan 10 4,0% 

3 Kalibrasi 131 52,4% 
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4 Sertifikasi 12 4,8% 

5 Pengujian 90 36% 

 Total 225 100% 

 

2. Profil Responden 

 Pada survei indeks persepsi korupsi BBSPJILM, dari total populasi atau pelanggan tahun 

2023 sebanyak 720 (Dibulatkan menjadi 700 sesuai tabel Morgan Krejcie), dengan target 

minimum berdasarkan tabel morgan krejcie 248, telah tercapai partisipasi responden 

sebanyak 250 pelanggan. Artinya dari segi pencapaian responden, hasil survei ini 

dikatakan valid. Berikut merupakan karakteristik responden yang diperoleh dari Indeks 

persepsi korupsi pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan 

Mesin, Kemenperin RI. 

 

2.1. Jenis Kelamin 

 

Gambar 1. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

2.2. Umur 

 

Gambar 2. Persentase Responden Berdasarkan Umur 

 

2.3. Pendidikan Terakhir 
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Gambar 3. Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

2.4. Pekerjaan Utama 

 

Gambar . Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

 

3. Nilai Indeks Persepsi Korupsi 

 3.1 Hasil Indeks Persepsi Korupsi 

Hasil Indeks persepsi korupsi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri 

Logam dan Mesin, Kemenperin RI mendapatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 

sebesar 3.77, dengan mutu pelayanan Sangat Baik. Nilai Indeks Persepsi Korupsi 

tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut. 

 

Tabel 3. Tabulasi Hasil IPK BBSPJILM Tahun 2023 

 

 

Tabel 4. Nilai Unsur IPK BBSPJILM 2023 

No Unsur Indeks Kategori 

1 U6. Petugas tidak meminta imbalan uang atau barang 3,82 Sangat Baik 

2 U5. Tidak terdapat pungutan liar 3,80 Sangat Baik 

3 U3. Tidak ada percaloan atau perantara 3,78 Sangat Baik 
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4 U7. Petugas menolak pembelian uang atau barang 3,79 Sangat Baik 

5 U4. Petugas tidak diskriminatif 3,75 Sangat Baik 

6 U2. Tidak ada imbalan uang atau barang bagi petugas 3,73 Sangat Baik 

7 U1. Prosedur tidak berpotensi KKN 3,75 Sangat Baik 

 Nilai IKM 3,77 Sangat Baik 

 Nilai Konversi 94,24 Sangat Baik 

 

 Nilai unsur Indeks persepsi korupsi pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa 

Industri Logam dan Mesin, KEMENPERIN RI apabila diurutkan berdasarkan nilai tertinggi 

sampai terendah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 5. Grafik Unsur IPK BBSPJILM 2023 

3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Layanan 

Hasil indeks persepsi korupsi BBSPJILM per layanan dapat dilihat dari diagram berikut ini: 

 

Gambar 6. Grafik Indeks Persepsi Korupsi per Layanan BBSPJILM 

 

5. Pembahasan Unsur 

 Unsur yang dipakai dalam Indeks persepsi korupsi dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

mengetahui kondisi Unit Pelayanan Publik pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan 

Jasa Industri Logam dan Mesin, Kemenperin RI yang nantinya dijadikan suatu pedoman 

perbaikan kinerja khususnya dalam hal pengukuran persepsi korupsi yang berkaitan 

dengan pelayanan jasa teknis BBSPJILM. Pada pembahasan ini akan dijelaskan terkait 
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persentase jawaban pada masing-masing unsur dalam Indeks persepsi korupsi. 

 

 

4.1.  U1. Prosedur tidak berpotensi KKN 

 

Gambar 7. Grafik Unsur Prosedur tidak berpotensi KKN 

 

Tabel 5. Persentase Responden pada Unsur Prosedur tidak berpotensi KKN 

No Kategori Jumlah Persentase 

1 1 (Tidak Setuju) 0 0,00 % 

2 2 (Kurang Setuju) 0 0,00 % 

3 3 (Setuju) 70 28,0 % 

4 4 (Sangat Setuju) 180 72,0 % 

 TOTAL 250 100 % 

 

4.2.  U2. Tidak ada imbalan uang atau barang bagi petugas 

 

Gambar 8. Grafik Unsur Tidak ada imbalan uang atau barang bagi petugas 

 

Tabel 6. Persentase Responden pada Unsur Tidak ada imbalan uang atau barang bagi petugas 

No Kategori Jumlah Persentase 
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1 1 (Tidak Setuju) 0 0,00 % 

2 2 (Kurang Setuju) 0 0,00 % 

3 3 (Setuju) 69 27,6 % 

4 4 (Sangat Setuju) 181 72,4 % 

 TOTAL 225 100 % 

 

4.3.  U3. Tidak ada percaloan atau perantara 

 

Gambar 9. Grafik Unsur Tidak ada percaloan atau perantara 

 

Tabel 7. Persentase Responden pada Unsur Tidak ada percaloan atau perantara 

No Kategori Jumlah Persentase 

1 1 (Tidak Setuju) 0 0,00 % 

2 2 (Kurang Setuju) 0 0,00 % 

3 3 (Setuju) 58 23,2 % 

4 4 (Sangat Setuju) 192 76,8 % 

 TOTAL 250 100 % 

 

4.4.  U4. Petugas tidak diskriminatif 

 

Gambar 10. Grafik Unsur Petugas tidak diskriminatif 
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Tabel 8. Persentase Responden pada Unsur Petugas tidak diskriminatif 

No Kategori Jumlah Persentase 

1 1 (Tidak Setuju) 0 0,00 % 

2 2 (Kurang Setuju) 1 0,44 % 

3 3 (Setuju) 66 24,89 % 

4 4 (Sangat Setuju) 183 74,67 % 

 TOTAL 250 100 % 

 

4.5.  U5. Tidak terdapat pungutan liar 

 

Gambar 11. Grafik Unsur Tidak terdapat pungutan liar 

 

Tabel 9. Persentase Responden pada Unsur Tidak terdapat pungutan liar 

No Kategori Jumlah Persentase 

1 1 (Tidak Setuju) 0 0,00 % 

2 2 (Kurang Setuju) 0 0,00 % 

3 3 (Setuju) 56 22,4 % 

4 4 (Sangat Setuju) 194 77,6 % 

 TOTAL 250 100 % 

 

4.6.  U6. Petugas tidak meminta imbalan uang atau barang 
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Gambar 12. Grafik Unsur Petugas tidak meminta imbalan uang atau barang 

 

Tabel 10. Persentase Responden pada Unsur Petugas tidak meminta imbalan uang atau barang 

No Kategori Jumlah Persentase 

1 1 (Tidak Setuju) 0 0,00 % 

2 2 (Kurang Setuju) 0 0,00 % 

3 3 (Setuju) 53 21,2 % 

4 4 (Sangat Setuju) 197 78,8 % 

 TOTAL 250 100 % 

 

4.7.  U7. Petugas menolak pembelian uang atau barang 

 

Gambar 13. Grafik Unsur Petugas menolak pembelian uang atau barang 

 

Tabel 11. Persentase Responden pada Unsur Petugas menolak pembelian uang atau barang 

No Kategori Jumlah Persentase 

1 1 (Tidak Setuju) 0 0,00 % 

2 2 (Kurang Setuju) 0 0,00 % 

3 3 (Setuju) 59 23,6 % 

4 4 (Sangat Setuju) 191 76,4 % 

 TOTAL 250 100 % 
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6. Saran Responden 

 Saran responden mengenai Indeks persepsi korupsi pada Balai Besar Standardisasi dan 

Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin, sebagai berikut: 

 

 

Tabel 12. Saran Masukan Responden 

No Saran 

1 Pelayanan sangat memuaskan dan tidak berpotensi korupsi 

2 Sudah sangat baik, tolong dijaga dan dipertahankan. 

3 Pelayanan yg bagus dan karyawan yg ramah 

4 Terus dipertahankan, pelayanan dan pola kerja sudah sangat bagus. 

Berkomunikasi dengan customer juga sangat baik. Terima kasih. 

5 Semoga bisa dipertahankan 
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BAB III 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil Indeks persepsi korupsi pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa 

Industri Logam dan Mesin, KEMENPERIN RI diperoleh hasil sebagai berikut: 

 Nilai IKM : 3,77 

Nilai IKM Konversi : 94,24 

Kategori : Sangat Baik 

Unsur Tertinggi : U6. Petugas tidak meminta imbalan uang atau barang 

U5. Tidak terdapat pungutan liar 

U3. Tidak ada percaloan atau perantara 

Unsur Terendah : U1. Prosedur tidak berpotensi KKN 

U2. Tidak ada imbalan uang atau barang bagi petugas 

U4. Petugas tidak diskriminatif 
 

 

2.   Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut 

a. Perbandingan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat per Tahun 

 

Pada tahun 2022, indeks persepsi korupsi BBSPJILM mencapai 3,79. Pada tahun 2023 

mencapai 3,77 indeks. Artinya terdapat penurunan 0,2 poin dibanding tahun sebelumnya. 

Namun hal ini harus dibandingkan juga dengan pencapaian responden dari 500 populasi 

dimana pada tahun 2022 hanya 179 partisipasi responden, namun pada 2023 terjadi 

peningkatan drastis menjadi 225 responden. Artinya validitas survei cukup meningkat.  

 

b. Evaluasi 

 

1. Unsur Prosedur Tidak Berpotensi KKN 

Dalam hal unsur prosedur tidak berpotensi KKN, pada survei IPK tahun 2023 

BBSPJILM mendapatkan indeks terendah dibandingkan unsur yang lain sebesar 3,73 

indeks. Sehingga diperlukan adanya evaluasi yang mendalam mengenai penyebab 

rendahnya hasil survei pada unsur ini 

Untuk perbaikan dan peningkatan pada unsur prosedur tidak berpotensi KKN 

bisa dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 13. Rencana Tindak Lanjut 

 

NO 
HASIL 

EVALUASI 

SURVEI 

PROGRAM/ 

KEGIATAN WAKTU 
PENANGGUNG 

JAWAB 

 

 

     1. 

 

 

Unsur Prosedur 

Tidak Berpotensi 

KKN 

Evaluasi standar operasional 

prosedur pelayanan yang bisa 

menekan potensi KKN 

Tahun 

2024 

Wakil 

Manajemen & Tim 

UPP HM 

Pemantauan terhadap pelaksanaan 

prosedur tersebut 

Tahun 

2024 

Wakil 

Manajemen  

 

2. Validitas Hasil Survei 

Pada poin validitas hasil survei, terdapat peningkatan dari pelaksanaan tahun lalu, 

Dimana dalam beberapa tahun terakhir, standar perbandingan populasi dengan target 

minimum sampling atau responden tidak tercapai. Hal ini tentunya mempengaruhi 

validitas hasil survei. Namun pada tahun ini hal ini bisa terselesaikan dimana target 

248 responden dari 700 populasi, ketercapaiannya adalah 250 responden. 

c.  Rekomendasi 

Untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), implementasi 

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 37001:2016 sekaligus menciptakan pelayanan 

jasa yang bersih dari KKN, maka diperlukan dukungan khususnya dari sistem pengawasan. 

Dalm hal ini, komitmen dari wakil manajemen sangatlah diperlukan guna melaksanakan 

penyempurnaan dalam sistem sekaligus menciptakan pengawasan yang baik terhadap 

implementasi sistem anti penyuapan tersebut. 

 

 



LAMPIRAN 

 

Link Survei Indeks Persepsi Korupsi: https://skm.surveiku.com/survei/surveipersepsikorupsi-

bbspjilm 

Kuisioner Survei Indeks Persepsi Korupsi: 

 

 

https://skm.surveiku.com/survei/surveipersepsikorupsi-bbspjilm
https://skm.surveiku.com/survei/surveipersepsikorupsi-bbspjilm


 

L A P O R A N 

INDEKS PERSEPSI KORUPSI 

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN 

KEMENPERIN RI 

 

 

Data Responden Indeks Persepsi Korupsi 
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